
a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebiJakan umum APBD. keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit kerja, anlara keglatan dan antar lenis belanja.
keadaan yang menyebabkan sisa leblh tahun anggaran sebelumnya
harus dlgunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
perlu dllakukan perubanan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Daerah Kola Palembang Tahun 2012 yang sebelumbya telah dlatur
dengan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 32 Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagalmana dimaksud pada
huruf a. perlu membenluk Peraturan Daerah lenlang Perubahan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

1. Undang·Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembsntukan
baerah Tingkat II dan Kolaprala dl surnatera Salatan (Lembaran
Negars RI Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821):

2. Undang.Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsl. Kolusl dan Nepotisme
(Lambaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3851) :

3. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2000 tantang Program
Pembangunan Nasional (t.embaran Negars RI Tahun 2000 Nomor
206. Tambahan Lembsran Negara Nomor 3952) :

4. Undsng·Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentsng Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286) :

5. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negare (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;

6. Undang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenrang Pembentukan
Peraturan Perundanq-undanaan (Lernbaran Negartil Rl Tahufl 2004
Nomor 53. Tambahan Lernbaran NegaIa RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400):

8. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan
Daerah (l.ernbaran Negara RI Tahun 2004 NomCilf 125. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimena telah beberapa kali
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diubah tarakhlr kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lambaran
Negara Ri Nomor 4438) :

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retrebusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 28.
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

11. Peratursn Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
PengawClsan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41. Tarnbahan Lembaran
Negara RI Nomor 4090) :

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan
Protokoler dan Kauangan Pimplnan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Nagara RI Nomor 4416) sebagaimana telah
dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4712):

13. Peraturan Pemerinlah Nomor 54 Tahun 2005 lentang Pinjaman
Daerah (lambaran N(j!garaRl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
LembaranNegaraRl Nomo(4574);

14.Peraturan Pemerlntah Nomar 55 Tahun 2005 lantang Dana
Perimbangan (Lemberan Negara R'I Tahun 2005 Nomor 137,
TambahanLambaranNegaraRI Nomor4575);

15.Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem
Informasl Keuangan Daarah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Namar 138,TambahanLernbaranNegaraRI Namar4576),

16.Peraturan PemerintahNamor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lambaran Nagara RI Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaranNeg¥a RI Nomor4578):

17.Peraturan Pemerintah Nemer 65 Tahun 2005 lentang Pedoman
Penyusunandan' PenarapanSlandar PelayanenMinimal (Lembaran
NegareRI Tahun 2005 Nomor 150.TambahanLembaranNegaraRI
Nomar4585);

18.Peraturen Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 lentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinlah Negara RI Tahun 2005
Namer 140,TambahanLernbaranNegaraRI Nomor4578);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian
Urusan Pemerlntahan anlara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah
Provlnsi. dan Pemerhitahan Daerah Kabupaten/Keta (Lambaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan LembaranNegara RI
Nomor4737):

20.Peraluran Menteri Dalam Nageri Namer 13 Tahun 2006 tenlang
PedomanPengelolaanKeuanganDaerah sebagaimanatelah diubah
dengenPeraluranMenler!DalamNegeriNomor59 Tahun2007:

21.Peraturan Daerah Kota Palembang Namor 2 Tahun 2002 tentang
PengelolaanKeuanganDaerah (LernbaranDaerah Kola Palembang
Tahun 2002 Nomor 5), sebagalmana lelah diubah dengan Perda
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kola
PalembangTahun 2007Namar2);

22.Peraturan Daerah Kola Palembang Namor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukandan KeuanganPimpinandan Anggota DewanPerwakllan
Rakyat Daerah Kota Palembang(LembaranDaerahKola Palembang
Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimanarelah diubah dengan Peral\.Jran
Daerah Kola PalembangNomar 7 Tahun 2006 (LernbaranDaerah
Kola PalembangTahun2005Nomor7);



NIHILRp.
SisaLebihPernbiayaanAnggaran
Tahun Berkenaansetelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Sernuls Rp. 42.500.000.000,00
2) Bertambah RD. 73.153.662.792.09
JumlahPengaluaransetelahperubahan .8P.. 115.953.662.792.09

JumlahPembiayaanNettoselelahperubahanRo. 150.489.338.334,11

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan

1)Semula Rp. 56.742.818.000,00
2) Bertambah RD. 209.700.183.126.20
JumlahPenerimaansctelah perubahan Rp. 266.443.001.126,20

Ro.2,280.177.582.238.86
(Rp. 150.489.338.334,11)

2. Belanja:
a. Semula Rp. 2.009.879.546.189.00
b. Bertambah RD. 270.298036.04986

JumlahBelanjasetelahperubahan
Delisit setelahperubahan

Rp.2.129.688.243.904.75

Pasal 1

Anggaran Pandapatandan Belanla Daerah Tahun Anggaran 2012 semula
berJumlah Rp.2.009.879.546.189,OO bertambah sejumlah
Rp.270.298.036.049,86sehinggamenjadl Rp.2.280.177.582.238,86dengan
rinciansebagaiberikut :

1. Pendapatan.
a. Semule Rp. 1.995.636.728.189,00
b. Bertarnbah RD. 134.051.515.715.75

JumlahPendapatansetelahperubahan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2012.
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MEMUTUSKAN :

Dan

Dengan PcrsotuJuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAERAH KOTA PALEMBANG

23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tenlang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 lentang
Pembentukan, Susunan Organisasl dan Tala Kerja Sekretariat
Daerah Kola palembang, Sekretarial Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kola Palembang dan Siaf Ahli ( Lemberan Daarah Kola
Palembang Tahuri 2008 Nomor 8lj

25. Peraturan Daarah Kola Palembang Nomar 32 Tahun 2011 lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(LembaranDaerahKola PalembangTahun2011 Nomor32).

Menetapkan



Ringkasan Perubahan APBD:
Ringkasan Peruba\)an APBD menurut Urusan Pemerinlahan
Daerahdan Organisasi SKPD;
Rlncian Perubahan APSD rnenuru! Urusan Pemerintahan
Daerah, Orqanisasi SKPD, Program dan Keglalan:
Rekapltulasi Belanja menurul Urusan Pernerintahan Daerah,
0rganisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belania Daeraf Unluk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerinlahan baerah, dan Fungsl
dalam Kerangka Penge!o!aan Keuangan Daerah:
Daftar Perubshan JlInllal) Pegawal per Golongan dan per
Jabatan;
Lacoran Keuengan Pemerlntah yang telah dltetapl<an dengan
Peraturan Daerah:
Daftar kegialan-kegialan tahun anggaran sebelumnya yang
belurn dtsetesalken dan dlan9garklm kemball datam lahun
anggarao berkenaan inj: dan
Dattar PinJaman Daerah dan Obllgasl Daerah:9. Lampiran IX

7. Lamplran VII

8. Lampiran Viii

6. Lamplran VI

4. Lamplran IV

6. Larnpiran V

3. Lampiran III

1. Lampiran I
2', t.amolran II

Uralan leblh lanjul Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam l.amplrsn yang merupakan bag ian
tidak·terpisahkan darl Peraluran Oaerah ini, terdld darl :

Pasal4

('1) Dalam Kesdaan Darurat setelah perubahan APBD, Pemerintah Daerah
dapa~ melakukan I?engeluaran yang belum tersedla <Jnggarannya yang
selaniutnya dlcanturnkankan dalam l.aporan Realisasi Anggaran, atau
dengan menggllnakan Belanja Tidak Terduga .

(2) ~eadaan da~lIrat sebagaumana dimaksud pada ayat (1), sekuranp
kurangnya memenuhi kriteria sabagai berikut :
a. Buksn merupakan keglalal1 normal dari akllvltas Pemerintah Daerah dan

tidak dapal diprediksi sebetumnya
b. Tidak diharapkan lerjadl secara berulahg
c. Berada dlluar kendall dan penga(Uh Pernerintah Daerah : dan.
d. Memiliki dampak yang signinkan terhadap ,A;nggaran dalam rangka

pemullhan yang disebabkan oren keadaan darurat

(3) Pengeluaran Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud paoa ayal (1),
termasuk belanja, untuk kepertuan rnandesak, dengarl krileria sebagal
berlkut:
a. Program dan kegiatan pelayanan casar masyarakal yang anggaranhya

belum tersedla dalam tabun anggaran barjalan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila dltunda akan menimbulkal'\

kerugian yang lebih beser begl pernerlntah-daerah dan Masyarakat

Pasal S.

Pemystaan Modal pada perubahan bertambah 'sebesar Rp.10.4PO.OOO.OOO,00
terdirl dari : .
1. Pernyataan Modal Kepada PT SP2J bertambah sebesar

Rp.8.000.000.000,OO
2. Pernyataan Modal Kepada PT.Patralog sebesar Rp 2.400.000.000,00

P~sal2



Ditetapkan di Palembang
pada Ianggal t; ~ 2012

WAUKOTA PALEMBANG,

Peraturan Daerah Inl mulal berlaku pada Ianggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Sebagsi landasan operasionaJ pelaksanaan. Walikota Palembang menelapkan
Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah APBD Tahun Anggaran 2012.

PasaJ 6

Pasal5




